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Ibu pengganti atau surrogate mother dilarang di Indonesia, namun tidak selalu demikian. Bagaimana pembicaraan tentang legalisasi ini dimulai?

Oleh: Sonny Dewi Judiasih dan Deviana Yuanitasari – Universitas Padjadjaran
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Ibu pengganti masih belum diijinkan di Indonesia walaupun prakteknya tetap ada. 
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Menjadi ibu pengganti dilarang di Indonesia, namun tetap ada.

Ada beberapa kasus ibu pengganti di beberapa daerah di Indonesia, yang dilakukan oleh individu secara diam-diam melalui koneksi keluarga. Di Facebook, misalnya, tidak sulit untuk menemukan ibu-ibu muda dari Indonesia yang mendaftar untuk menjadi ibu pengganti.

Tidak ada sanksi yang tegas dan jelas bagi pihak-pihak yang melanggar larangan ibu pengganti di Indonesia. Hal ini menyebabkan praktik ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau di dalam keluarga.

Namun, larangan ini belum tentu akan berlaku selamanya.

Surrogacy kemungkinan akan menjadi isu legal di Indonesia dalam lima hingga 10 tahun ke depan. Sejak tahun 1970, tingkat kesuburan di Indonesia telah menurun. Penggunaan teknologi reproduksi semakin meningkat, namun ibu pengganti melalui hubungan keluarga lebih terjangkau meskipun ada larangan terhadap praktik ini.

Jika realitas meniru seni, film yang sudah bereda, Dear Jo, dapat merefleksikan situasi masa depan di Indonesia, di mana banyak pasangan yang memutuskan untuk menggunakan ibu pengganti karena berbagai alasan.

Diskusi mengenai ibu pengganti telah dipelajari secara ekstensif di Indonesia, tetapi tidak ada referensi formal yang dibuat karena keengganan pihak-pihak yang terlibat untuk mempublikasikannya.

Sementara dokter dan klinik menghadapi hukuman berat karena menyediakan layanan ibu pengganti, orang tua yang ingin menjadi ibu pengganti takut dituntut karena praktik ini ilegal. Ibu pengganti dapat dianggap tidak bermoral, dan anak yang dilahirkan tidak sah.

Sebagai langkah awal menuju diskusi yang lebih tulus mengenai surrogacy di Indonesia, usulan 'sewa rahim' dapat menjadi jawabannya.

Di bawah hukum Indonesia, agar sebuah kontrak antara para pihak menjadi sah, dibutuhkan pihak-pihak yang cakap dan menyetujui, serta objek kontrak dan pasal-pasal yang didukung oleh peraturan yang berlaku. Objek dan pasal-pasal yang diperlukan untuk praktik surrogacy di Indonesia saat ini tidak terpenuhi.

Hukum Indonesia menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya.

Jadi, anak yang lahir dari ibu pengganti adalah anak sah dari ibu pengganti, bukan anak dari calon orang tuanya.

Status anak tersebut dapat berubah menjadi anak dari orang tua yang dituju apabila diperjanjikan dalam perjanjian sewa rahim bahwa anak yang dilahirkan secara otomatis menjadi anak dari orang tua yang dituju, sehingga ibu pengganti tidak memiliki hak apapun atas anak tersebut.

Dalam perjanjian sewa rahim, yang menjadi pokok perjanjian adalah jasa yang diberikan oleh ibu pengganti sebagai pengganti proses kehamilan dan persalinan. Jika subjeknya adalah jasa ibu pengganti, maka berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal tersebut termasuk dalam kategori golongan perbuatan atau melakukan suatu perbuatan.

Hal ini didasarkan pada alasan bahwa ibu pengganti memberikan jasa berupa menyewakan rahimnya untuk kemudian merawat bayi di dalam kandungan hingga lahir.

Dalam kaitannya dengan benda, pasal lain dalam KUHPerdata menyebutkan bahwa "tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat menjadi benda dan hak milik", sehingga pengertian benda (zaak) adalah "segala sesuatu yang dapat menjadi pokok hak milik". Benda yang diatur dalam KUHPerdata adalah benda berwujud (kendaraan, rumah atau tanah).

Namun, rahim tidak dapat diklasifikasikan sebagai benda atau benda, karena rahim adalah entitas yang diberikan kepada seorang wanita oleh Sang Pencipta. Meskipun rahim adalah benda padat (orang dapat melihat dan memegangnya), rahim bukanlah salah satu benda yang dimaksud dalam KUHPerdata. Tidak ada kodifikasi khusus tentang rahim dalam KUHPerdata.

Selain itu, tidak ada pencabutan hak milik seorang wanita atas rahimnya oleh pemerintah demi kepentingan umum, kecuali untuk masalah medis. Setiap benda yang dimiliki oleh seseorang, maka atas perintah undang-undang dapat diambil oleh pemerintah dengan pembayaran ganti rugi yang layak. Oleh karena itu, tidak logis jika rahim dimasukkan sebagai benda.

Selain itu, berdasarkan hukum sewa-menyewa, "sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya". Dari definisi sewa-menyewa di atas dalam kasus ibu pengganti, memang benar bahwa ada perjanjian antara dua pihak.

Hukum Perdata Indonesia juga mengatakan "hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian". Tidak disebutkan mengenai rahim yang disewa. Jika rahim dapat dikonstruksikan sebagai objek yang dapat disewa, maka ini akan menjadi prosedur pertama yang memungkinkan praktik sewa rahim berdasarkan kontrak surrogacy.

Fakta bahwa rahim disewa untuk meneruskan garis keturunan keluarga tidak dapat diabaikan oleh hukum.

Jika surrogacy ingin menjadi sah di Indonesia, rahim sebagai objek yang diakui dalam kontrak harus didahulukan sebelum peraturan lain menyusul.

Sonny Dewi Judiasih adalah guru besar hukum perdata dan kepala Departemen Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia. Minat penelitiannya adalah hukum perdata dan hukum keluarga.

Deviana Yuanitasari adalah dosen dan peneliti pada Departemen Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia. Saat ini ia sedang menempuh program doktoral di Universitas Indonesia. Minat penelitiannya adalah hukum perdata, hukum perdagangan dan hukum perlindungan konsumen.
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